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 This study examines symbolism in the practice of village financial 

management and communication, as well as how these symbols are 

interpreted by village officials and the community in shaping 

transparency, accountability, and the legitimacy of village 

government. The study uses a qualitative approach with an 

interpretive paradigm based on symbolic interactionism theory. Data 

was collected through in-depth interviews, participatory observation, 

and document analysis of financial management in three villages in 

Luwu Regency and then analyzed interpretatively. The results show 

that accounting practices are interpreted in various ways, ranging 

from symbols of administrative order through reports and information 

boards, symbols of participation through deliberations, to symbols of 

morality and social trust through direct interaction between officials 

and villagers. Transparency in villages needs to consider the symbolic 

dimension and social communication in village accounting practices. 
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1. PENDAHULUAN 

Penelitian ini ditempatkan dalam kajian akuntansi sektor publik, khususnya pada konteks 

pemerintahan desa, dengan memandang akuntansi tidak dipahami hanya sebagai teknik pencatatan dan 

pelaporan keuangan, tetapi sebagai praktik sosial yang berfungsi membentuk pemahaman 

akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi publik. Dalam konteks desa, laporan keuangan, papan 

informasi anggaran, dan forum pertanggungjawaban dipahami sebagai bagian dari praktik akuntansi 

yang memiliki makna sosial dan simbolik bagi aparat desa dan masyarakat. Dengan demikian, 
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penelitian ini berkontribusi pada kajian akuntansi dengan mengkaji bagaimana praktik akuntansi desa 

dimaknai dan dijalankan dalam konteks sosial lokal. 

Akuntansi desa merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang digunakan oleh 

pemerintah desa untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan desa sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Praktik akuntansi desa mencakup seluruh siklus 

pengelolaan keuangan desa dan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, 

tetapi juga sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi keuangan antara pemerintah 

desa dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ariani et al., 2025) dan  (Dewi et al., 2018) 

yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi sektor publik di desa berperan dalam 

membangun keterbukaan informasi dan memperkuat pertanggungjawaban publik. 

Perspektif tersebut memperoleh relevansi mengingat pengelolaan keuangan desa merupakan 

salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan 

akuntabel. Dalam konteks pembangunan modern, transparansi dipandang sebagai instrumen penting 

untuk memastikan masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran publik (Tobler, 2015). 

Akuntabilitas pemerintah desa juga semakin menjadi sorotan seiring meningkatnya perhatian publik 

terhadap praktik pengelolaan keuangan yang baik (Rahayu, 2019). Tantangan ini menjadi semakin 

kompleks ketika kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap regulasi belum merata di 

berbagai daerah (Kafrini et al., 2022), sehingga tata kelola keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan 

aspek teknis administratif, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap perubahan tata kelola publik 

(Wangdi, 2023). 

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

desa kerap dipengaruhi oleh dinamika sosial di tingkat lokal (Betan & Nugroho, 2021). Aparatur desa 

tidak hanya dituntut untuk mematuhi aturan formal, tetapi juga memahami ekspektasi sosial 

masyarakat terhadap proses pertanggungjawaban anggaran (Isnaeni & Nugraeni, 2023). Perspektif 

interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh Blumer (1969) menekankan bahwa tindakan, 

pesan, dan praktik komunikasi pemerintah desa merupakan bagian dari proses pemaknaan sosial yang 

muncul melalui interaksi sosial. Dalam kerangka tersebut, laporan keuangan, papan informasi, dan 

forum musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai 

simbol keterbukaan yang membentuk persepsi publik (Attaqy & Khairudin, 2022). 

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi terbukti memengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

kualitas pengelolaan alokasi dana desa (Susanti et al., 2023). Penelitian kualitatif menegaskan bahwa 

masyarakat menafsirkan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berdasarkan dokumen, tetapi juga 

cara aparat desa menyampaikan informasi dan merespons kebutuhan warga (Setyawati, 2020). Tingkat 

akuntabilitas dan transparansi berkorelasi langsung dengan kualitas laporan keuangan desa (Armaida 

& Siregar, 2024). Sistem informasi seperti SISKEUDES turut memperluas akses masyarakat terhadap 

informasi anggaran dan memperkuat fungsi kontrol sosial (Harahap, 2023). 

Selain praktik administratif, penerapan prinsip good governance juga berperan penting dalam 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas di desa (Suciana, 2025). Berbagai bukti empiris 

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa bukan semata-mata aktivitas teknis, tetapi juga 

praktik sosial yang mengandung simbol, nilai, dan makna. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian 

ini berusaha menyingkap dimensi simbolik yang terkandung dalam komunikasi dan pengelolaan 

keuangan desa, menentang anggapan bahwa praktik akuntansi bersifat bebas nilai, karena budaya dan 

konteks lokal turut membentuk cara laporan keuangan disusun dan dipahami, Namun, kajian yang 

secara khusus menempatkan akuntansi desa sebagai praktik simbolik dalam komunikasi dan interaksi 

sosial masih relatif terbatas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana 

simbolisme dalam praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa terbentuk dan memengaruhi 
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persepsi masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi aparat desa. Pertanyaan 

penelitian diarahkan untuk menelusuri bagaimana simbol-simbol keuangan desa diwujudkan dalam 

praktik sehari-hari, bagaimana aparat desa dan masyarakat memaknai simbol tersebut melalui interaksi 

sosial, serta bagaimana simbolisme tersebut mencerminkan hubungan kekuasaan, kepercayaan, dan 

legitimasi di tingkat desa. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi simbol transparansi dan akuntabilitas 

yang muncul dalam praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa, memahami makna yang 

diberikan oleh aparat dan masyarakat terhadap simbol-simbol tersebut, serta menjelaskan bagaimana 

simbolisme berperan dalam membentuk relasi sosial, kepercayaan, dan legitimasi di desa. Dengan 

pendekatan interpretatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai makna sosial yang terkandung di balik praktik administratif, serta menegaskan 

bahwa akuntansi publik tetap dipengaruhi oleh konteks sosial dan simbolik. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak bertujuan menilai tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara 

kuantitatif, melainkan memahami bagaimana praktik dan komunikasi keuangan desa dimaknai secara 

simbolik oleh aparat dan masyarakat dalam membentuk akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi di 

tingkat lokal. 

Kajian Literatur 

Pendekatan Simbolik-Interpretatif 

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif dengan landasan interaksionisme simbolik 

Blumer (1969) untuk menganalisis praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa. Perspektif ini 

menekankan bahwa makna tidak melekat secara otomatis pada objek atau tindakan, melainkan 

terbentuk melalui interaksi sosial dan dapat berubah sesuai interpretasi para aktor yang terlibat. Dalam 

konteks pengelolaan keuangan desa, laporan keuangan, papan informasi, forum musyawarah, dan 

istilah teknis berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai simbol yang 

membentuk persepsi masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi aparat desa 

(Attaqy & Khairudin, 2022). 

Beberapa penelitian relevan mendukung pentingnya simbolisme dalam praktik akuntansi 

publik. Tobler (2015) menekankan bahwa transparansi menjadi instrumen global untuk mengawasi 

penggunaan anggaran publik. Rahayu (2019) menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap 

akuntabilitas pemerintah desa. Kafrini et al., (2022) menemukan bahwa keterbatasan literasi keuangan 

aparat desa memengaruhi penyusunan laporan keuangan. Wangdi (2023) mengungkap bahwa 

digitalisasi pengelolaan keuangan belum optimal akibat kapasitas SDM yang terbatas. Betan & 

Nugroho (2021) menegaskan bahwa mekanisme komunikasi publik formal tidak selalu mendorong 

partisipasi masyarakat. Sebaliknya, Isnaeni & Nugraeni (2023) menemukan bahwa sistem akuntansi 

berbasis teknologi yang dipadukan dengan keterlibatan masyarakat mampu meningkatkan kualitas tata 

kelola keuangan desa. 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa dipengaruhi tidak hanya 

oleh regulasi formal, tetapi juga oleh interaksi sosial, kapasitas aparat, dan komunikasi keuangan yang 

mendorong partisipasi masyarakat. Pendekatan interpretatif memungkinkan penelitian ini 

mengungkap makna simbolik di balik praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa, yang tidak 

dapat ditangkap melalui analisis kuantitatif semata. Oleh karena itu, teori interaksionisme simbolik 

digunakan sebagai kerangka analisis untuk menafsirkan data empiris dan mengidentifikasi makna 

simbolik dalam praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa. 

Pengelolaan Keuangan di Organisasi Pemerintah Desa 

Pengelolaan keuangan publik menjadi isu strategis karena menyangkut transparansi, 

akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat. Praktik pengelolaan yang mapan dicirikan oleh prosedur 

pelaporan yang jelas, keterlibatan masyarakat, penerapan prinsip good governance, dan digitalisasi 
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laporan keuangan. Sulistyowati & Nataliawati (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam perencanaan dan pengawasan anggaran memperkuat akuntabilitas pemerintah desa. 

Penelitian empiris menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen 

kunci dalam pengelolaan dana desa. Fadhilla et a,l. (2024) menegaskan bahwa transparansi dalam 

program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berfungsi sebagai indikator legitimasi pemerintah 

desa, terutama karena proses penyaluran bantuan melibatkan komunikasi langsung antara aparat desa 

dan masyarakat. Keterbukaan informasi dalam konteks ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi 

juga berperan dalam membangun kepercayaan publik. 

Selanjutnya, Suliyatini et al., (2025), menemukan bahwa konsistensi praktik pelaporan, 

kejelasan struktur akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik berpengaruh langsung terhadap 

kualitas pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) 

terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengelolaan anggaran 

(Harahap, 2023). Ahmad (2025) menegaskan bahwa kejelasan dan keterbukaan informasi merupakan 

prasyarat utama efektivitas pengelolaan dana desa. 

Di sisi lain, beberapa studi menekankan peran komunikasi dalam membentuk persepsi 

masyarakat terhadap transparansi. Brenda Ratnasar (2015) menunjukkan bahwa musyawarah, 

sosialisasi, dan publikasi informasi keuangan memperkuat persepsi keterbukaan masyarakat. Jannah 

& Satria (2022) memandang pelaporan langsung kepada warga sebagai simbol kejujuran dan 

transparansi aparat desa, sementara Susanti et al., (2023) menegaskan bahwa persepsi masyarakat 

terhadap pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan pertanggungjawaban 

aparat. 

Lebih lanjut, Setyawati (2020) menunjukkan bahwa masyarakat menilai transparansi dan 

akuntabilitas tidak hanya dari dokumen formal, tetapi juga dari cara aparat desa menyampaikan 

informasi dan merespons kebutuhan warga. Penerapan prinsip good governance terbukti 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah desa 

di mata masyarakat (Suciana, 2025). 

Literasi Pengelolaan Keuangan Desa 

Literasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaporan, 

tetapi juga mencerminkan proses pemaknaan sosial yang berlangsung dalam praktik pengelolaan dan 

komunikasi keuangan desa. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, praktik tersebut dipahami 

sebagai tindakan bermakna yang dibentuk melalui interaksi sosial antar aktor desa (Blumer, 1969). 

Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan tidak hanya melalui 

dokumen formal, tetapi juga melalui simbol, bahasa, dan cara penyampaian informasi keuangan 

kepada masyarakat, sehingga akuntansi desa berfungsi sebagai media komunikasi sosial (Rahayu, 

2019). 

Pendekatan interpretatif memandang praktik pengelolaan keuangan desa sebagai konstruksi 

sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, meskipun regulasi formal diterapkan secara seragam. 

Praktik akuntansi desa tidak bersifat netral, melainkan mengandung makna simbolik yang berkaitan 

dengan relasi sosial dan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Oleh karena itu, literasi 

pengelolaan keuangan desa mencakup pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya lokal agar 

praktik keuangan desa tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada 

pembentukan kepercayaan masyarakat (Brenda Ratnasari, 2015). 

 

2. METODE PENELITIAN  

Paradigma, Situs, dan Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif yang memandang realitas sosial sebagai 

hasil konstruksi makna melalui interaksi, pengalaman, dan konteks budaya masyarakat. Paradigma ini 
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memungkinkan peneliti memahami praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa berdasarkan 

makna yang diberikan oleh para pelaku, bukan sekadar sebagai data teknis atau administratif 

(Shonhadji, 2021). Landasan teoritis penelitian ini adalah teori interaksi simbolik Blumer (1969), yang 

menekankan bahwa tindakan sosial ditentukan oleh makna yang terbentuk dan berkembang melalui 

proses interaksi. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menafsirkan bagaimana 

aparat desa dan masyarakat memaknai simbol-simbol keuangan desa, seperti laporan keuangan, papan 

informasi publik, dan forum musyawarah, serta bagaimana makna tersebut memengaruhi persepsi 

transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi. 

Secara empiris, penelitian ini memosisikan diri untuk mengisi celah kajian yang selama ini 

cenderung memandang akuntansi desa sebagai sistem teknis, dengan menawarkan perspektif simbolik-

interpretatif yang menempatkan pengelolaan dan komunikasi keuangan desa sebagai praktik sosial 

yang sarat makna. 

Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten Luwu, yaitu Desa Lare-Lare, Desa Posi, dan 

Desa Barowa. Ketiga desa dipilih karena menunjukkan perbedaan dalam praktik pengelolaan dan 

komunikasi keuangan desa, terutama dalam pelaksanaan musyawarah, penyampaian informasi 

anggaran, dan penggunaan sistem akuntansi desa. Informan penelitian dipilih secara purposif 

berdasarkan peran dan keterlibatannya, meliputi kepala desa dan bendahara desa sebagai pengelola 

keuangan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas, serta tokoh masyarakat 

sebagai representasi warga. 

 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 

Nama Jabatan Desa Justifikasi Teoritis 

Harnisa Bendahara Desa Lare-Lare Memiliki peran langsung dalam penyusunan, 

pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa 

Milda Anggota BPD Lare-Lare Mewakili masyarakat dalam pengawasan 

keuangan desa 

Kamal Tokoh Masyarakat Lare-Lare Mewakili warga yang merasakan praktik 

komunikasi keuangan 

Dewi Bendahara Desa Posi Memiliki peran langsung dalam penyusunan, 

pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa 

Arham Anggota BPD Posi Mewakili masyarakat dalam pengawasan 

keuangan desa 

Andi 

Aura 

Tokoh Masyarakat Posi Mewakili warga yang merasakan praktik 

komunikasi keuangan 

Marsus Kepala Desa Barowa Memiliki peran langsung dalam penyusunan, 

pengelolaan, dan pelaporan keuangan desa 

Ahmad Anggota BPD Barowa Mewakili masyarakat dalam pengawasan 

keuangan desa 

Aisyah Tokoh Masyarakat Barowa Mewakili warga yang merasakan praktik 

komunikasi keuangan 

Instrumen penelitian meliputi panduan wawancara semi-terstruktur, observasi kegiatan 

pengelolaan keuangan dan musyawarah desa, serta dokumentasi berupa laporan keuangan, papan 

informasi anggaran, dan notulen musyawarah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, 

observasi partisipatif, dan penelusuran dokumen, kemudian dianalisis secara tematik dan interpretatif 

dengan mengidentifikasi tema utama seperti transparansi, akuntabilitas, legitimasi, dan kepercayaan 

sosial. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, konfirmasi kepada informan 

(member check), audit trail, serta diskusi dengan pembimbing dan rekan sejawat untuk meminimalkan 
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bias penafsiran. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk tema-tema interpretatif yang dibahas pada 

Bab Hasil dan Pembahasan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Hasil Temuan 

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, BPD, dan tokoh 

masyarakat, observasi partisipatif, serta telaah dokumen pengelolaan keuangan pada tiga desa di 

Kabupaten Luwu. Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif dengan mengikuti prinsip 

paradigma interpretatif. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsi dan dibaca 

secara berulang untuk memahami konteks serta makna yang terkandung dalam praktik pengelolaan 

dan komunikasi keuangan desa. 

Proses analisis dilakukan melalui tahap pengkodean secara bertahap. Pada tahap awal, peneliti 

mengidentifikasi bagian-bagian penting dari data yang mengandung makna tertentu dan memberi 

tanda atau kode sesuai dengan isi pernyataan informan. Selanjutnya, kode-kode yang memiliki 

keterkaitan dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas. Dari pengelompokan tersebut kemudian 

ditetapkan tema-tema utama penelitian, yaitu transparansi, akuntabilitas, legitimasi, dan kepercayaan 

sosial. Tema-tema tersebut ditafsirkan menggunakan perspektif interaksionisme simbolik untuk 

memahami bagaimana makna terbentuk melalui interaksi sosial antar aktor di tingkat desa. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dan komunikasi keuangan desa 

dimaknai secara berbeda oleh aparat desa, BPD, dan masyarakat sesuai dengan konteks sosial masing-

masing desa. Bagi aparat desa, praktik akuntansi lebih dipahami sebagai bentuk kepatuhan 

administratif terhadap peraturan. Sebaliknya, bagi masyarakat dan BPD, praktik tersebut dimaknai 

sebagai indikator keterbukaan dan tanggung jawab moral pemerintah desa dalam 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. 

Pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pemasangan papan informasi tidak 

hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi menjadi simbol formal transparansi dan 

akuntabilitas. Makna simbolik tersebut semakin kuat ketika disertai interaksi langsung melalui forum 

musyawarah dan komunikasi terbuka antara aparat desa dan masyarakat. Dengan demikian, 

akuntabilitas dan transparansi tidak hanya dibangun melalui dokumen tertulis, tetapi melalui proses 

interaksi sosial yang membentuk legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. 

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa praktik akuntansi desa merupakan praktik 

sosial yang sarat makna simbolik, di mana transparansi dan akuntabilitas merupakan konstruksi sosial 

yang terbentuk melalui interaksi, partisipasi, dan konteks lokal masing-masing desa. 

 

Tabel 4.2 Temuan Tema Penelitian 

Nama 

Informan 

Elaborasi Wawancara 

(Kutipan) 

Relevansi dengan 

Akuntabilitas dan 

Komunikasi 

Keuangan Desa 

Analisis 

Tema 

Temuan 

Tema 

Harnisa “Pertama-tama kami selalu 

mencatat setiap transaksi dan 

melaporkan melalui 

musyawarah, serta mencatat 

di papan supaya jelas dan bisa 

dipertanggungjawabkan.” 

Menunjukkan 

akuntabilitas melalui 

pencatatan, pelaporan, 

dan papan informasi 

sebagai bentuk keterbu

kaan formal kepada 

masyarakat. 

Akuntabilitas 

berbasis 

prosedur 

formal 

Akuntabilitas 

sebagai 

Simbol 

Keteraturan 

Administratif 
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Dewi “Papan dan laporan itu tanda 

keterbukaan. Setiap pencairan 

dana kami buat infografis 

realisasi dan dipasang di balai 

desa, sekaligus forum 

musyawarah untuk 

menjelaskan penggunaan 

dana dan menerima masukan 

warga.” 

   

Milda “Sebagai penghubung antara 

masyarakat dan pemerintah 

desa, kalau ada warga 

bertanya atau ada keluhan 

akan kami sampaikan 

kepemerintah desa dan 

dibahas bersama dalam 

musyawarah. Itu yang 

membuat masyarakat tetap 

percaya kepada kami.” 

Menunjukkan 

akuntabilitas dibangun 

melalui partisipasi 

warga dan komunikasi 

dua arah. 

Akuntabilitas 

melalui 

partisipasi 

warga 

Akuntabilitas 

sebagai 

Praktik 

Partisipatif 

Arham “Kalau masyarakat 

sampaikan pertanyaan atau 

keluhan, kami selaku BPD 

langsung menyampaikannya 

ke aparat desa agar dibahas di 

rapat. Cara ini membuat 

masyarakat merasa suaranya 

didengar dan mencegah 

konflik.” 

   

Andi 

Aura 

“Musyawarah itu penting, 

supaya semua bisa bicara dan 

tidak curiga.” 

   

Kamal “Sekarang aparat sering turun 

langsung ke dusun, jadi 

komunikasi lebih dekat, tidak 

kaku, makanya warga juga 

percaya.” 

Menunjukkan 

akuntabilitas berbasis 

kepercayaan melalui 

komunikasi 

interpersonal dan 

interaksi sosial. 

Akuntabilitas 

berbasis 

moral dan 

kepercayaan 

Akuntabilitas 

sebagai 

Simbol 

Moralitas dan 

Kepercayaan 

Sosial 

Aisyah “Kami tetap partisipasi 

langsung, bisa kasih masukan 

kalau turun langsung ke 

kegiatan. Itu membuat 

masyarakat percaya karena 

terlibat bersama-sama.” 
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Ahmad “Kami ikut dalam 

pembahasan dan memeriksa 

laporan keuangan sebelum 

diumumkan ke masyarakat 

supaya dana digunakan sesuai 

keputusan musyawarah.” 

   

 

Temuan penelitian ini tetap berada dalam ranah akuntansi sektor publik karena yang dikaji 

adalah praktik akuntansi desa, khususnya pelaporan, pertanggungjawaban, dan komunikasi informasi 

keuangan kepada publik. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami bagaimana praktik 

akuntansi dijalankan, dikomunikasikan, dan dimaknai oleh para aktor desa dalam konteks 

pemerintahan lokal. Dimensi sosial yang muncul merupakan bagian integral dari praktik akuntansi 

publik itu sendiri. 

Akuntabilitas sebagai Simbol Keteraturan Administratif 

Temuan pertama menunjukkan bahwa sebagian aktor desa memaknai akuntabilitas terutama 

sebagai keteraturan administratif, di mana laporan, papan informasi, dan dokumen 

pertanggungjawaban menjadi simbol utama transparansi. Praktik ini menekankan kepatuhan terhadap 

prosedur formal dan visibilitas penggunaan anggaran. 

“Pertama-tama kami selalu mencatat setiap transaksi dan melaporkan melalui musyawarah, serta 

mencatat di papan supaya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.” (Harnisa)  

“Papan dan laporan itu tanda keterbukaan. Setiap pencairan dana kami buat infografis realisasi 

dan dipasang di balai desa, sekaligus forum musyawarah untuk menjelaskan penggunaan dana dan 

menerima masukan warga.” (Dewi) 

Akuntabilitas administratif berfungsi sebagai media komunikasi formal yang memperlihatkan 

penggunaan anggaran secara tertulis dan terstruktur. Papan informasi dan dokumen resmi menjadi 

artefak yang memungkinkan masyarakat menilai keteraturan pengelolaan keuangan desa. Simbol 

administratif ini membangun legitimasi formal pemerintah desa di mata masyarakat. 

Akuntabilitas sebagai Praktik Partisipatif 

Temuan kedua menyoroti akuntabilitas melalui partisipasi warga dan interaksi sosial. Forum 

musyawarah berfungsi sebagai ruang simbolik untuk menegosiasikan makna akuntabilitas secara 

kolektif. 

“Sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa, kalau ada warga bertanya atau 

ada keluhan akan kami sampaikan ke pemerintah desa dan dibahas bersama dalam musyawarah. 

Itu yang membuat masyarakat tetap percaya kepada kami.” (Milda) 

“Kalau masyarakat sampaikan pertanyaan atau keluhan, kami selaku BPD langsung 

menyampaikannya ke aparat desa agar dibahas di rapat. Cara ini membuat 

masyarakat merasa suaranya didengar dan mencegah konflik.” (Arham) 

“Musyawarah itu penting, supaya semua bisa bicara dan tidak curiga.” (Andi Aura) 

Partisipasi warga menjadi kontrol sosial sekaligus medium komunikasi dan 

pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas partisipatif memungkinkan warga ikut menilai, 

memberikan masukan, dan membangun kepercayaan melalui interaksi langsung. 

Akuntabilitas sebagai Simbol Moralitas dan Kepercayaan Sosial 

Temuan ketiga menunjukkan bahwa akuntabilitas lebih banyak dimaknai melalui nilai moral, 

kejujuran, dan relasi sosial antara aparat dan masyarakat. Transparansi tidak selalu diwujudkan melalui 

papan atau dokumen, tetapi melalui komunikasi interpersonal dan keterlibatan nyata. 

“Sekarang aparat sering turun langsung ke dusun, jadi komunikasi lebih dekat, tidak 

kaku, makanya warga juga percaya.” (Kamal) 
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“Kami tetap partisipasi langsung, bisa kasih masukan kalau turun langsung ke kegiatan. Itu 

membuat masyarakat percaya karena terlibat bersama-sama.” (Aisyah) 

“Kami ikut dalam pembahasan dan memeriksa laporan keuangan sebelum diumumkan ke 

masyarakat supaya dana digunakan sesuai keputusan musyawarah.” (Ahmad) 

Kepercayaan masyarakat terbentuk dari konsistensi antara tindakan pengelolaan anggaran, 

laporan keuangan, dan komunikasi interpersonal. Integritas aparat menjadi simbol utama akuntabilitas 

berbasis moral. 

Perbandingan Kontekstual Makna Akuntabilitas Antar Desa 

Perbandingan antar desa menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kerangka regulasi 

pengelolaan keuangan desa yang sama, praktik akuntansi berkembang berbeda sesuai dinamika sosial 

dan budaya lokal. Desa Lare-Lare menekankan simbol keteraturan administratif, Desa Posi 

menekankan simbol partisipasi dan dialog warga, sedangkan Desa Barowa menekankan simbol 

moralitas dan kepercayaan sosial. 

Perbedaan ini menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi bukan konsep universal yang 

berlaku seragam, melainkan konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi dan simbol-simbol 

komunikasi keuangan desa. 

Implikasi Teoretis dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik 

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat pandangan (Blumer, 1969) bahwa makna 

tidak melekat pada objek atau prosedur secara inheren, tetapi dibangun melalui interaksi sosial. 

Laporan keuangan, papan informasi, musyawarah, dan kejujuran aparat desa berfungsi sebagai simbol 

yang ditafsirkan berbeda oleh aktor desa. 

Dengan demikian, akuntansi desa tidak hanya merupakan sistem teknis terbatas pada 

pencatatan dan pelaporan, tetapi juga praktik sosial yang membentuk makna, kepercayaan, dan 

legitimasi publik. Simbol-simbol ini menjadi jembatan antara prosedur teknis dan konteks sosial, 

memperkuat legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. 

 

4. KESIMPULAN 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman yang dimiliki 

oleh pejabat desa dan komunitas terkait praktik pengelolaan serta komunikasi keuangan. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa interpretasi terhadap praktik akuntansi desa bervariasi, tergantung 

pada konteks sosial dan cara interaksi yang terjadi. Walaupun akuntabilitas tidak menjadi tujuan utama 

pada awal studi, hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dianggap sebagai bentuk 

tanggung jawab, baik melalui prosedur administrasi, partisipasi masyarakat, musyawarah desa, 

maupun berdasarkan nilai moral dan kepercayaan sosial. Hal ini mempertegas bahwa akuntansi desa 

tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga kaya akan dimensi sosial yang berperan dalam legitimasi 

dan kepercayaan publik.  

Dalam aspek teoretis, penelitian ini menambah wawasan dalam literatur akuntansi sektor 

publik melalui sudut pandang interpretatif dengan mengungkapkan bahwa akuntabilitas adalah 

konstruksi sosial yang muncul dari interaksi antar individu dalam konteks lokal. Penelitian ini juga 

memperluas pemahaman tentang akuntansi desa dengan menyoroti bahwa praktik ini bersifat sosial 

dan kontekstual, bukan hanya sebuah sistem teknis yang berlaku secara umum.  

Dari segi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa peningkatan akuntabilitas 

desa tidak bisa hanya bergantung pada perbaikan sistem dan prosedur pelaporan, tetapi juga harus 

didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan komunikasi dua arah, serta 

penciptaan hubungan yang didasarkan pada kepercayaan antara pemerintahan desa dan warga. Dengan 

demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami dan 

memperbaiki praktik akuntansi serta akuntabilitas di level desa. 
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